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ABSTRACT 

Regional autonomy is a crucial concept in strengthening a democratic and service-oriented government system. 

Despite facing various challenges, the implementation of regional autonomy must continue to be evaluated and 

improved in order to realize good, fair, and people-friendly governance. In-depth research and studies on the 

implementation of regional autonomy are important to determine the extent to which this policy is effective in 

creating equitable and sustainable development throughout Indonesia. This study uses a literature review approach 

from various sources. The results of the analysis show that in general regional autonomy is still an important 

instrument in the diverse and broad Indonesian state system. However, its implementation needs to be continuously 

improved, both through increasing the capacity of the apparatus, strengthening public accountability, and 

improving central-regional regulations. Thus, the ideal of creating an effective, transparent, and people-friendly 

regional government can be realized in real terms. 
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ABSTRAK 

Otonomi daerah merupakan konsep yang krusial dalam penguatan sistem pemerintahan yang demokratis dan 

berorientasi pada pelayanan publik. Meski menghadapi berbagai tantangan, penerapan otonomi daerah harus terus 

dievaluasi dan diperbaiki demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berpihak kepada rakyat. 

Penelitian dan kajian mendalam tentang pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh 

mana efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dari berbagai sumber. Hasil analisis diaparkan 

bahwa secara umum otonomi daerah masih merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang majemuk dan luas. Namun pelaksanaannya perlu terus diperbaiki, baik melalui peningkatan kapasitas 

aparatur, penguatan akuntabilitas publik, maupun penyempurnaan regulasi pusat-daerah. Dengan demikian, cita-

cita untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat dapat terwujud 

secara nyata. 
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PENDAHULUAN 

   Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan 

modern yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, otonomi 

daerah mulai diterapkan secara signifikan pasca reformasi tahun 1998 sebagai bentuk respon terhadap 

sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat pada era Orde Baru. Penerapan otonomi daerah menjadi langkah 

strategis dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas 

pemerintahan di tingkat lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbaru Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui 

kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya, 

menetapkan kebijakan, serta menjalankan roda pemerintahan dengan tetap mengacu pada prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan 

publik, dan pengembangan sosial ekonomi lokal. 

Implementasi otonomi daerah membawa berbagai dampak signifikan terhadap dinamika 

pembangunan di berbagai wilayah. Beberapa daerah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang 

infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa 

otonomi daerah memiliki potensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan secara merata dan 

berkeadilan. Di sisi lain, terdapat pula tantangan besar yang muncul, seperti ketimpangan antar daerah, 

lemahnya kapasitas aparatur, serta munculnya praktik-praktik korupsi dan nepotisme di tingkat lokal. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa 

daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat dan belum mampu mengelola pendapatan asli daerah 

(PAD) secara optimal. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi 

persoalan serius dalam konteks otonomi daerah. Selain itu, banyak daerah belum memiliki perencanaan 

pembangunan yang matang dan seringkali kebijakan pembangunan tidak berdasarkan pada kebutuhan riil 

masyarakat, melainkan kepentingan elit lokal. 

Aspek politik lokal juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemilihan 

kepala daerah secara langsung memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat, namun juga 

membuka peluang bagi politik uang dan politik transaksional. Dinamika politik lokal ini kadang berujung 

pada lemahnya integritas kepemimpinan daerah dan rendahnya akuntabilitas publik. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan sistem demokrasi lokal yang sehat dan berintegritas. 

Otonomi daerah juga membuka ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan. Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi kemajuan yang berarti karena 

mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan 

pemerintah daerah. Namun demikian, partisipasi tersebut masih sering bersifat simbolik dan belum 

menyentuh esensi substansial dari proses pengambilan keputusan. Masih dibutuhkan upaya serius untuk 

membangun budaya politik yang partisipatif dan inklusif. 

Dalam bidang pelayanan publik, otonomi daerah seharusnya mampu meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya 

disparitas pelayanan antar daerah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Daerah-daerah dengan 
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kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang terbatas sering kali tertinggal dalam memberikan pelayanan 

yang memadai. Ini menunjukkan perlunya dukungan teknis dan finansial yang berimbang dari pemerintah 

pusat agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. 

Kebijakan otonomi daerah juga berkaitan erat dengan isu-isu identitas lokal dan pengelolaan 

kebudayaan. Banyak daerah memanfaatkan kewenangannya untuk menggali dan mengembangkan potensi 

budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah. Namun, hal ini juga memunculkan potensi konflik 

jika tidak dikelola dengan bijak, terutama dalam masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, penting 

untuk menjaga keseimbangan antara semangat lokalitas dan integrasi nasional. 

Penerapan otonomi daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. 

Desentralisasi tidak berarti pelepasan tanggung jawab sepenuhnya dari pusat, melainkan pembagian 

kewenangan yang adil dan fungsional. Pemerintah pusat tetap memiliki peran strategis dalam mengarahkan, 

mengawasi, dan memberikan dukungan agar otonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Dengan demikian, otonomi daerah bukan hanya menjadi alat pemerataan kekuasaan, tetapi juga sarana 

untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan nasional. 

Secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan konsep yang krusial dalam penguatan sistem 

pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik. Meski menghadapi berbagai 

tantangan, penerapan otonomi daerah harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, adil, dan berpihak kepada rakyat. Penelitian dan kajian mendalam tentang 

pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ini 

dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

 

 

PEMBAHASAN 

      Otonomi daerah merupakan wujud desentralisasi yang menandai perubahan paradigma dalam 

tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mempercepat pembangunan dan 

pemerataan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah 

tangganya sendiri. Hal ini merupakan koreksi terhadap sentralisasi kekuasaan di masa Orde Baru yang 

terbukti tidak efektif dalam menjangkau keunikan dan kebutuhan lokal. Dengan memberikan ruang bagi 

pemerintah daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kondisi 

nyata di lapangan. 

     Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang paling 

penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini 

menegaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup urusan wajib dan 

pilihan. Urusan wajib sendiri dibagi lagi menjadi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Pemisahan ini 

bertujuan agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur dasar. 

     Secara prinsip, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi memberikan kewenangan penuh kepada daerah, 

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pusat kepada pejabat pusat di daerah, sementara tugas 

pembantuan merupakan penugasan dari pusat kepada daerah. Ketiga asas ini berjalan simultan, namun 

desentralisasi menjadi pilar utama dalam kerangka otonomi daerah yang sejati. 
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     Namun demikian, desentralisasi yang diterapkan Indonesia merupakan model asimetris. Artinya, 

tidak semua daerah mendapatkan porsi kewenangan yang sama. Contohnya, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Aceh dan Papua memiliki pengaturan khusus. 

Pengakuan terhadap kekhususan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengakomodasi keragaman 

politik, sosial, dan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

     Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memberikan berbagai peluang strategis bagi 

pembangunan. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan dalam membuat kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah dapat merancang program-program yang 

kontekstual dan langsung menyentuh masyarakat, tanpa harus melalui prosedur birokrasi pusat yang 

panjang. Selain itu, adanya kewenangan fiskal memungkinkan daerah mengelola anggaran berdasarkan 

prioritas pembangunan lokal. 

     Namun, peluang tersebut juga diiringi oleh tantangan yang kompleks. Ketergantungan terhadap 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

Banyak daerah belum mandiri secara fiskal karena lemahnya kemampuan untuk menggali dan mengelola 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi ini membuat sebagian besar daerah hanya menjalankan proyek-

program berdasarkan transfer pusat, bukan berdasarkan perencanaan otonom. 

      Selain itu, permasalahan kapasitas sumber daya manusia dan institusi daerah menjadi 

penghambat lain dalam optimalisasi otonomi. Banyak pejabat daerah, khususnya di daerah tertinggal, 

belum memiliki kemampuan manajerial dan perencanaan yang memadai. Hal ini berdampak pada 

rendahnya kualitas pelayanan publik serta penyusunan kebijakan yang tidak berbasis data dan kebutuhan 

riil masyarakat. Reformasi birokrasi daerah menjadi tuntutan mendesak dalam konteks ini. 

      Dinamika politik lokal juga memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

Pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang demokrasi yang lebih luas, tetapi juga 

menimbulkan berbagai persoalan baru seperti politik uang, dinasti politik, dan konflik kepentingan. Banyak 

kebijakan publik di tingkat daerah tidak lepas dari kompromi politik antara kepala daerah dan aktor-aktor 

elite lokal yang mengakibatkan lemahnya orientasi pada pelayanan publik. 

     Korelasi antara otonomi daerah dan partisipasi masyarakat juga penting untuk dikaji. Dalam 

kerangka demokrasi lokal, otonomi seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan publik. Namun, partisipasi yang terjadi sering kali hanya bersifat formal dan 

simbolik. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), misalnya, banyak dikritik karena sekadar 

menjadi legitimasi atas rencana yang sudah disusun oleh birokrasi. 

     Disparitas pembangunan antarwilayah menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya alam atau basis ekonomi kuat seperti 

Jawa, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan daerah 

tertinggal di Papua, Nusa Tenggara Timur, atau sebagian Maluku. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya 

mekanisme distribusi dan afirmasi yang lebih adil dari pemerintah pusat. 

     Tantangan lain adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Banyak kasus korupsi yang terjadi justru berada di tingkat daerah. Laporan BPK dan data dari KPK 

menunjukkan bahwa penyimpangan keuangan daerah sangat marak, terutama dalam pengadaan barang/jasa 

dan pengelolaan dana hibah. Hal ini memperkuat argumen bahwa pelimpahan kewenangan harus diiringi 

oleh sistem pengawasan yang efektif. 
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      Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, otonomi daerah seharusnya menjadi landasan untuk 

memajukan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Namun, masih banyak daerah yang hanya 

berfokus pada proyek fisik tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Otonomi juga belum optimal 

digunakan untuk mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal, seperti pertanian, kerajinan, atau 

pariwisata berbasis komunitas. 

     Hubungan pusat-daerah juga seringkali mengalami ketegangan, terutama ketika terjadi perbedaan 

kepentingan antara kebijakan nasional dan lokal. Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pusat 

dan daerah kerap menjadi sumber konflik. Ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan komunikasi 

antarlembaga menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan. 

      Keberhasilan otonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh peran legislatif daerah (DPRD). 

DPRD seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pengimbang kekuasaan eksekutif. Namun dalam 

banyak kasus, DPRD justru menjadi bagian dari masalah ketika mereka terlibat dalam praktik transaksional 

dengan kepala daerah. Hal ini melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan lokal. 

      Meski menghadapi berbagai tantangan, terdapat pula kisah sukses dari pelaksanaan otonomi 

daerah. Beberapa daerah seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Bandung menunjukkan keberhasilan dalam 

inovasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, dan transparansi pemerintahan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang baik dan partisipasi masyarakat yang kuat, otonomi 

daerah mampu menjadi instrumen perubahan yang positif. 

      Peran teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan daerah juga semakin vital. 

Pemanfaatan sistem e-government, seperti e-budgeting dan e-planning, dapat meningkatkan transparansi 

dan efisiensi tata kelola. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan 

publik demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan mempercepat proses birokrasi. 

      Otonomi daerah juga membuka ruang untuk mengangkat potensi budaya lokal sebagai kekuatan 

pembangunan. Dengan dukungan regulasi, banyak daerah kini menjadikan budaya sebagai daya tarik wisata 

dan identitas pembangunan daerah. Namun demikian, eksploitasi budaya tanpa perlindungan terhadap hak 

masyarakat adat dapat menimbulkan konflik, sehingga diperlukan keseimbangan dalam mengelolanya. 

      Dalam hal pendidikan dan kesehatan, desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah 

daerah untuk berinovasi dalam penyediaan layanan. Namun, seringkali alokasi anggaran tidak proporsional 

atau digunakan secara tidak efektif. Masalah kekurangan guru, fasilitas kesehatan minim, dan layanan yang 

tidak merata masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. 

        Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi tantangan otonomi. Model pembangunan partisipatif yang melibatkan 

semua aktor pembangunan akan memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi masyarakat. Daerah yang 

mampu membangun jaringan kemitraan akan lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global. 

        Terakhir, evaluasi dan pembinaan dari pemerintah pusat harus dilakukan secara berkelanjutan 

untuk memastikan arah otonomi tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Sistem reward and punishment 

bagi daerah yang berhasil maupun gagal perlu diterapkan secara konsisten agar mendorong motivasi kinerja 

 

 

KESIMPULAN 

    Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip 

desentralisasi sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan yang berlangsung selama era Orde Baru. 



 
 

 
 

 

 

----------------- 

Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review  

(Rizqi Affandi, et al.)  

        217 

eISSN 3090-6954 & pISSN 3090-9392 

Melalui pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih 

efisien, responsif, dan demokratis. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk 

mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pelayanan publik, pembangunan 

ekonomi, dan pengelolaan sumber daya lokal. 

    Meskipun secara konseptual otonomi daerah menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai 

tantangan struktural dan teknis. Ketergantungan fiskal pada pusat, lemahnya kapasitas birokrasi daerah, dan 

praktik politik lokal yang belum sepenuhnya demokratis menjadi kendala dalam pencapaian tujuan 

otonomi. Di samping itu, disparitas pembangunan antarwilayah dan lemahnya partisipasi masyarakat 

menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan otonomi. 

    Namun demikian, sejumlah daerah yang mampu melakukan inovasi, reformasi tata kelola, dan 

membangun kepemimpinan yang bersih dan visioner menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi 

motor penggerak kemajuan lokal. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara elemen 

pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta dukungan regulasi yang konsisten dari pemerintah 

pusat untuk memperkuat sistem otonomi yang berkelanjutan. 

     Secara keseluruhan, otonomi daerah masih merupakan instrumen penting dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang majemuk dan luas. Namun pelaksanaannya perlu terus diperbaiki, baik 

melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan akuntabilitas publik, maupun penyempurnaan regulasi 

pusat-daerah. Dengan demikian, cita-cita untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, 

dan berpihak kepada rakyat dapat terwujud secara nyata. 

 

 

SARAN 

     Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintah 

daerah agar mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang efektif, sesuai kebutuhan masyarakat 

lokal. Pemerintah pusat perlu menyediakan program pelatihan teknis dan manajerial secara berkelanjutan 

untuk mendukung kinerja birokrasi daerah. 

   Kedua, penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi hal krusial. Pemerintah daerah harus 

didorong untuk menggali potensi pendapatan asli daerah secara kreatif, namun tetap memperhatikan prinsip 

keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah pusat juga perlu memberikan insentif fiskal bagi 

daerah yang berhasil meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat kecil. 

     Ketiga, untuk menekan praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, dibutuhkan sistem 

pengawasan internal dan eksternal yang lebih transparan dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi 

melalui sistem e-government wajib diperluas, terutama dalam proses penganggaran, pengadaan 

barang/jasa, dan pelayanan publik. 

     Keempat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah perlu 

diperkuat. Pemerintah daerah harus membuka ruang dialog yang lebih luas melalui forum-forum konsultatif 

dan mekanisme aduan publik yang efektif. Ini penting untuk memperkuat kontrol sosial dan mendorong 

tumbuhnya demokrasi substantif di tingkat lokal. 

     Kelima, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dijaga melalui koordinasi yang intensif 

dan harmonisasi regulasi. Konflik kewenangan yang kerap muncul akibat tumpang tindih aturan harus 

segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pembangunan. Sistem otonomi yang sehat hanya dapat 
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berjalan jika ada kejelasan peran serta kerja sama yang saling mendukung antara berbagai level 

pemerintahan. 
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